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BAB V 

PENUTUP 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan: 

1. Secara umum Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Dinas 

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan umum sudah cukup 

efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah namun masih 

terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan Peraturan 

tersebut.  

2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tidak 

sepenuhnya berjalan dengan lancar hal ini karena masih terdapat 

beberapa kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah seperti dalam hal pemeliharaan tidak berjalan secara 

maksimal karena kurangnya kesadaran diri dari pengguna barang 

sehingga banyak aset yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik 

dan membutuhkan anggaran yang lebih untuk pemeliharaan aset, 

Selanjutnya terkait dengan biaya pemeliharaan yang disediakan oleh 

SKPD tidak sesuai atau kurang dari biaya pemeliharaan  yang 

seharusnya dibutuhkan untuk pemeliharaan dan merawat aset milik 

daerah, berikutnya aparatur yang dimutasi tidak melakukan 

pengembalian barang seperti laptop sehingga menyulitkan dalam 
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proses pembuatan laporan karena fisik dari barang tersebut sudah 

tidak ada, Terkait dengan inventarisasi di temukan pada daftar kartu 

inventaris barang  masih tercatat barang yang sudah rusak dan 

hilang yang menghambat dalam proses pembuatan pelaporan. 

5.2.   Saran 

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

mencoba merekomendasikan beberapa saran terkait dengan Pengelolaan 

Barang milik Daerah di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Gorontalo sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdapat di 

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Gorontalo harus lebih efektif dan mengikuti sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah/Negara agar tidak terjadi penyimpangan 

maupun kelalaian dalam penerapan pengelolaan barang milik 

daerah. 

2. Sebaiknya kepala dinas harus tegas dan memberikan sanksi apabila 

ada aparatur yang tidak melakukan pengembalian Barang Milik 

Daerah, selanjutnya dalam hal pemeliharaan aset sebaiknya setiap 

SKPD harus menyesuaikan dengan anggaran yang lebih diperlukan 

untuk biaya pemeliharaan aset sehingga aset milik negara 

terpelihara dengan baik, Terkait dengan inventarisasi seharusnya 

pengelola barang harus rutin melakukan pengecekan dan 
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pencatatan apabila ada barang yang sudah rusak, hilang, atau 

dipindahkan di setiap bidang supaya Barang Milik Daerah yang ada 

di bidang-bidang sesuai dengan yang ada dikartu inventaris barang. 
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